ABSTRAK

Mahkamah Konstituss mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-X1/2013 yang
menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar NRI 1945 dan tidak me m-Rukum mengikat. Berdasarkan putusan
tersebut praktik permohonam*ipaya hukum peninjasan kembali dalam perkara pidana
yang semula dibatasi i dapat ... dari 1 (satu) kali dengan

ditemukannya keadé o) yan ada peninjauan kembali
sebelumnya. Dala i putusan M nstitisi, Mahkamah Agung
mengeluarkag Mahkamahk Agung ]

SEM A _Nopior /7 Tahun 2014.

(legal r |
gl itIdokumen seperti

-X1/2013. Meskipun
Mahkamah Kons ermohonan peninjauan
kembali yang dlajukan || A gapal diterima oleh Mahkamah Agung
karena Hakim Agung/Pengadilan Negerl tetap berpedoman pada SEMA Nomor 7
Tahun 2014 yang membatasi permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana
digjukan 1 (satu) kali saja.

Kata kunci: peninjauan kembali dalam perkara pidana, Putusan Mahkamah
Konstitusi, SEMA.
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